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Formasi CPNS Harus
Sesuai Kebutuhan

PALU, MERCUSUAR- Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan Sulteng, mengharapkan
kepada pemerintah provinsi agar mengusulkan
formasi CPNS sesuai dengan kebutuhan di

masing-masing SKPD.

Karena selama ini ia me-
m]al,penga]uan usul formasi
CPNS untukK Sulteng kurang
efektif, sehingga jumlah
pegawai cenderung mem-
bengkak. “Idealnya, setiap
kepala SKPD (satuan kerja
perangkat daerah) harus
tahu berapa pegawai yang
dibutuhkan,” kata Kepala
BPK Perwakilan Sulteng
Sumardi, usai menyerahkan
hasil pemeriksaan tematik
BPK, Kamis (14/3).

Hasil pemeriksaan tema-
tik kali ini terdiri atas hasil
pemeriksaan kinerja atas
efektivitas pengajuan usul
formasi dan pengadaan
PNS tahun 2009 dan 2010
pada pemerintah Provinsi
Sulteng.

Hasil pemeriksaan lainnya
adalah kinerja atas pengelo-
laan dan pertanggungjawa-
ban program Jamkesmas
dan Jamkesda tahun 2010,
2011 dan 2012 (semester
1) pada pemerintah provinsi
dan Kota Palu serta instansi
terkait.

Hadir padaacara tersebut
Wakil Gubernur Sulteng
Sudarto, Wakil Wali Kota

Tony Tombolotutu, Kepala
RSUD Undata Palu dr Ab-
dullah, Kepala RSUD Anuta
Pura Palu R Lamadjido dan
beberapa pejabat di Kota
Palu. Sumardi mengatakan
jumlah pegawai yang tinggi
karena belum sepenuhnya
menggunakan analisis ke-
butuhan dan penyediaan
pegawai antara lain analisis
jabatan dan analisis beban
kerja.

“Jadi beban anggaran
membengkak. Idealnya kan
beban anggaran kurang
dari 50 persen dari APBD
sehingga banja publik lebih
besar. Sekarang kan terba-
lik beban belanja pegawai
lebih besar,” katanya.

Sumardi mengatakan BPK
belum sempat menganalisis
berapa sebetulnya kebu-
tuhan pegawai negeri di
lingkungan pemerintah
provinsi yang ideal, tetapi
dari hasil pemeriksaan
menyebutkan pengajuan
usulan formasi PNS belum
sepenuhnya didukung sum-
ber daya yang memadai.

Selain itu kata dia, penga-
juan pemerintah provinsi

WAKIL Gubernur Sulteng Sudarto, dalam penandatanganan BAST LHP BPK dengan Wakil Ketua | DPRD
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juga sering mengalami men-
galami perubahan. “Kurang
konsisten. Asal usul saja,”
katanya.

Meski demikian BPK me-
nilai pemerintah provinsi te
lah berupaya melaksanakan

ketentuan terkait dengan
pengajuan usulan formasi

pegawai negeri.
Pemerintah provinsi juga
sudah melakukan koordi-
nasi dengan instansi terkait.
Sejauh ini, Pemprov Sult-
eng sementara membuat
kebutuhan formasi PNS di
seluruh SKPD, untuk memu-

dahkan proses perekrutan

formasi. Kebutuhan PNS
itu, nantinya akan dikiriim
ke Kementerian Pendaya-
gunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,
untuk menjadi pertim-
bangan adanya pene
rimaan CPNS di tahun ini.
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